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ABSTRAK : - Bahwa untuk optimalisasi pengelolaan aset pada Badan Pengusahaan Kawasan

CATATAN :

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam guna menyesuaikan dengan
perkembangan perekonomian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916, PP 6 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.17, TLN No.5196), PP 27 Tahun 2014
(LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), PP 41 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.51,
TLN No.6653), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Aset Dalam Penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disingkat ADP adalah Aset yang meliputi
tanah dalam bentuk Hak Pengelolaan. Menteri Keuangan selaku bendahara umum
negara merupakan Pengelola Barang yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan
Aset. Pengelolaan Aset meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, Penggunaan, Perubahan Status Aset, Pemanfaatan, pengalokasian,
pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan,
Penghapusan, Penatausahaan, dan pengawasan dan pengendalian. Ketentuan
mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pengawasan
dan pengendalian yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
59/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan
pada tanggal 29 Desember 2023.



